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LANDASAN PENYUSUNAN RANWAL RPJMD 

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024 

RPJMD PROVINSI 

RPJMN 

RPJMD 

KAB/KOTA 

MEMPEDOMANI 

MEMPEDOMANI 
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KONDISI MAKRO  

PROV JATENG 

CANDI CETHO 



Pertumbuhan Ekonomi 
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KEMISKINAN 

Sept 2018  : 11,19 % 

KOTA 
9,67 % 
1.709,56 Rb Jiwa 

Desa 
12,80 % 
2.157,86 Rb Jiwa 

KINERJA TERTINGGI  
Sept 2018 1,82% 
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Kab/Kota Jawa Tengah Nasional 

TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA (2018, MARET) 
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Capaian Kinerja Trendline Capaian Trendline Kinerja 

Tahun 2013 :  

15 Kab Berada di 

Zona Merah 

Tahun 2018 :  

14 Kab Berada di 

Zona Merah 
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Isu Strategis 
Penanggulangan kemiskinan 

Kat Kualitas dan Daya Saing SDM 

Keberlanjutan Pembangunan dgn 

Perhatikan Daya Dukung Lingkungan & 

Kelestarian SDA 

Tata Kelola Pemerintahan & Kondusivitas 

Daya Saing Ekonomi & Kat Kesempatan 

Berusaha 
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Ketahanan Pangan dan Energi 

Kesenjangan Wilayah 



TAHAPAN RPJPD JATENG 2005 - 2025 

Tahap 1  
(2005-2009) 

Pemerataan akses 
yan dasar, kat 

kapasitas 
kelembagaan ek. 

rakyat , kat 
partisipasi masy. 

dlm tapem& kelola 
SDA. 

Kat kualitas 
yan dsr, daya 

saing ek. 
rakyat, tapem 

lbh efektif 
berkualitas, & 

kelola SDA. 

Mantapkan pemb. 
menyuluruh di 

berbagai bid. dgn 
berlandaskan pd 

keunggulan SDM, yan 
dsr yg makin luas, 

infras yg berkualitas, 
kondusifitas wilayah& 

kemampuan IPTEK 

Mwjdkan masy 
Jateng yg mandiri, 

maju, 
sejahtera&lestari 

mll akselerasi pemb. 
dgn terbangunnya 
struktur kehidupan 
sosbud & ek. masy 

Jateng berlandaskan 
keunggulan 

kompetitif berbagai 
wil. didukung oleh 
SDM berkualitas & 

berdaya saing. 

“JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “  

Tahap 2  
(2010-2014) 

Tahap 3  
(2015-2019) 

Tahap 4  
(2020-2024) 
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MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI  

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ” 

Membangun masy 

Jateng yang religius, 

toleran dan guyup 

untuk menjaga NKRI 

01 

Mempercepat reformasi 

birokrasi yg dinamis 

serta memperluas 

sasaran ke pem 

Kab/Kota 

02 

Memperkuat kapasitas 

ekonomi rakyat dan membuka 

lapangan kerja untuk 

mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran 

03 

Menjadikan rakyat 

Jateng lebih sehat, 

lebih pintar, lebih 

berbudaya dan 

mencintai lingkungan 

04 

VISI 

MISI 
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2019 
Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek, 

2020 
Kat kesejahteraan masy didukung Kat Kualitas Hidup & Kapasitas SDM,  

2021 
Kat kesejahteraan dan perekonomian masy didukung 

penguatan daya saing SDM, 2022 
Penguatan kesejahteraan 

& perekonomian masy 

didukung penguatan daya 

saing ekonomi daerah,  

2023 
Perwujudan masy Jateng yg semakin sejahtera &  berdikari 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2018 – 2023 
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1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub 
untuk siswa SMA/SMK. 

2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru pendidik agama. 

3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi informasi & sistem layanan 
terintegrasi. 

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. 

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk 
Wirausaha Muda. 

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan 
nelayan. 

7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan 
embung/irigasi. 

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. 

9. RS tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB)  dan 
bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel. 

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan 

PROGRAM KERJA 
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SASARAN MAKRO 

PEMBANGUNAN 

PURWOMANGGUNG 

Kab. 
Wonosobo 

Kab. 
Temanggung 

Kab. 
Purworejo 

Kab. 
Magelang 

Kota Magelang 
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PRIMER 

• Pertanian  

• Perkebunan  

• Peternkan 

SEKUNDER 
• Pertambangan 

• Industri 

TERSIER 

• Pariwisata : KSPN Borobudur 



MENDUKUNG  

PROVINSI DAN NASIONAL 

TARGET KAB MAGELANG 2018-2023 

KESELARASAN 

SINERGITAS 

• Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD Kab. Magelang, 

RPJMD Provinsi, Dok. Teknokratik RPJMN 2019-2024 

dan Dok. Perencanaan Lainnya 

• Pembangunan Antara Pemerintahan 

• Dunia Usaha 

• Masyarakat 

PENDEKATAN PERENCANAAN & ASPIRASI 

• Money Follow Program 
• Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) 

• Bottom up, Top Down Planning, Partisipatif & Politik 

ALOKASI ANGGARAN  ASPEK KEWILAYAHAN 

• Potensi Masing Masing Wilayah 

• Penurunan Kemiskinan 

• Ketimpangan Wilayah 

 

 

• Pengangguran 

• PE 

•  Sinergitas Pemb. 

REFORMASI BIROKRASI 

• Mempunyai Kinerja yang Jelas dan Terukur 

INTERNALISASI 

• Dokumen Perenc. Tata Ruang, KLHS dan SDG’s 
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KONDISI TARGET 

PE 5,06 * 6,00-6,40 

KEMISKINAN 11,23 9,58-10,58 

TPT 2,91 2,20-2,25 

IPM 68,39* 70,09 



Hal hal yang perlu 
mendapat perhatian; 

• Setelah Konsultasi Publik, Rancangan Awal RPJMD Kab. Magelang Tahun 
2019-2024 untuk dapat supaya dikonsultasikan ke Provinsi guna 
mendapatkan masukan/koreksi substantif. 

• Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan 
masukan/koreksi, segera disampaikan Surat Edaran Bupati tentang 
Penyusunan Rancangan Resntra PD dengan melampirkan Rancangan 
Awal RPJMD. 

• Diharapkan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024 
ini tepat waktu dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maksimal 
6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 
 



Terimakasih 


